SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan
sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa serta
untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan
yang baik di desa perlu dibentuk badan
permusyawaratan desa;

b. bahwa badan permusyawaratan desa merupakan badan
permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas
dan menyepakati berbagai kebijakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan
pengawasan kinerja kepala desa;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu
diubah;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan

Permusyawaratan Desa;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2017 Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Menetapkan :

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan



Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 144) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai

be

(1)

(2)

(3)

rikut:
Pasal 5

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan
30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak
2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-turut.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

be

Pe
ad

a.
b.

rikut:
Pasal 7

rsyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
alah:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah

pernah menikah;

. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah

pertama atau sederajat;

. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan

. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.



3. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 28

(1) BPD berhak:

a.

mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada

Pemerintah Desa;

. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa; dan

. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas

dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

(2) Anggota BPD berhak:

0

[oN

. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

a
b.

mengajukan pertanyaan;

. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
. memilih dan dipilih;

. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan

dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana
Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan

dan ketenagakerjaan; dan

. mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di

akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan
Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua)

periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dapat

mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;



b. anggota BPD yang masih menjabat pada periode
pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa
jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
dan

c. anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga
menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan
Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya

Ditetapkan di Klaten
a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN pada tanggal 29 Desember 2025
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ub BUPATI KLATEN,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap Cap

ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd
JAKA PURWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (14-309/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan
Permusyawaratan Desa. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditujukan untuk
menyesuaikan dengan kondisi aktual serta untuk memberikan pedoman dan
kepastian hukum bagi penyelenggaraan pengisian Badan Permusyawaratan

Desa di wilayah Kabupaten Klaten.

I. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 263



